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ABSTRAK 

Haidar Ali Mahmud Desky, 2026. Zawaj ‘Urfī: Studi atas Konsep Wali, Mahar, 

dan Publisitas Perkawinan dalam Mazhab Hanafi dan Implikasi terhadap 

Perlindungan Perempuan dan Anak di Mesir. Pascasarjana, Universitas Islam 

Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: I. Prof. Dr. Hj. 

Susminingsih, M.Ag. II. Dr. Muhamad Rifa`I Subhi, S.Pd.I., M.Pd I. 

Kata Kunci: Zawaj ‘Urfī, Mazhab Hanafi, Pencatatan Perkawinan, 

Perlindungan Perempuan dan Anak. 

Zawaj ‘urfī merupakan praktik perkawinan tidak tercatat yang berkembang di 

Mesir dan menimbulkan persoalan antara fikih dan pembuktian hukum dalam 

sistem negara. Dalam Mazhab Hanafi, akad nikah dapat dipandang sah apabila 

memenuhi unsur pokok akad, sedangkan pencatatan negara tidak menjadi 

syarat sah akad. Namun, perkawinan tidak tercatat berpotensi melemahkan 

perlindungan perempuan dan anak. Penelitian ini membahas tiga rumusan 

masalah, yaitu konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab 

Hanafi terkait zawaj ‘urfī; faktor penyebab zawaj ‘urfī dipilih sebagai alternatif 

perkawinan; serta implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak di 

Mesir. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep wali, mahar, dan publisitas 

perkawinan dalam Mazhab Hanafi, faktor sosial-hukum yang melatarbelakangi 

praktik zawaj ‘urfī, serta implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan 

anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan 

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi 

kepustakaan dan studi dokumentasi. Keabsahan data diperiksa melalui 

triangulasi bahan hukum dan data kontekstual. Data dianalisis menggunakan 

analisis isi, analisis hermeneutik, dan analisis sosio-legal kontekstual. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wali, mahar, dan publisitas dalam 

Mazhab Hanafi memberi ruang legitimasi terhadap sebagian praktik zawaj 

‘urfī, tetapi tidak bersifat mutlak. Legitimasi tersebut tetap dibatasi oleh 

kafā’ah, perlindungan hak finansial perempuan, dan kebutuhan pembuktian 

hukum melalui pencatatan perkawinan. Praktik zawaj ‘urfī dipengaruhi oleh 

tingginya biaya perkawinan, tuntutan mahar, pengangguran, urbanisasi, dan 

perubahan relasi sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa zawaj ‘urfī 

merupakan fenomena sosial-hukum yang berada di antara legitimasi fikih, 

legalitas negara, dan perlindungan perempuan serta anak. 
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ABSTRACT 

Haidar Ali Mahmud Desky, 2026. Zawaj ‘urfī: A Study of the Concepts of Wali, Mahar, 

and Marital Publicity in the Hanafi School and Their Implications for the Protection 

of Women and Children in Egypt. Postgraduate Program, K.H. Abdurrahman Wahid 

State Islamic University Pekalongan. Supervisors: (I) Prof. Dr. Hj. Susminingsih, 

M.Ag. (II) Dr. Muhamad Rifa`I Subhi, S.Pd.I., M.Pd I. 

Keywords: Zawaj ‘urfī, Hanafi School, Marriage Registration, Protection of Women 

and Children. 

Zawaj ‘urfī is an unregistered marriage practice that has developed in Egypt and raises 

issues between fiqh and legal proof within the state legal system. In the Hanafi School, 

a marriage contract may be considered valid if it fulfills the essential elements of the 

contract, while state registration is not regarded as a requirement for its validity. 

However, unregistered marriage has the potential to weaken the protection of women 

and children. This study addresses three main research questions: the concepts of wali, 

mahar, and marital publicity in the Hanafi School in relation to zawaj ‘urfī; the factors 

that lead zawaj ‘urfī to be chosen as an alternative form of marriage; and its 

implications for the protection of women and children in Egypt. 

This study aims to analyze the concepts of wali, mahar, and marital publicity in the 

Hanafi School, the socio-legal factors underlying the practice of zawaj ‘urfī, and its 

implications for the protection of women and children. This research is normative-

juridical legal research with a qualitative approach. Data were collected through 

library research and documentary study. Data validity was examined through the 

triangulation of legal materials and contextual data. The data were analyzed using 

content analysis, hermeneutic analysis, and contextual socio-legal analysis. 

The findings show that the concepts of wali, mahar, and marital publicity in the Hanafi 

School provide legitimacy for certain practices of zawaj ‘urfī, but such legitimacy is 

not absolute. This legitimacy remains limited by kafā’ah, the protection of women’s 

financial rights, and the need for legal proof through marriage registration. The 

practice of zawaj ‘urfī is influenced by the high cost of marriage, mahar demands, 

unemployment, urbanization, and changes in social relations. This study concludes that 

zawaj ‘urfī is a socio-legal phenomenon situated between fiqh legitimacy, state legality, 

and the protection of women and children. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Zawaj ‘urfī merupakan salah satu fenomena penting dalam 

perkembangan hukum keluarga Mesir kontemporer. Secara umum, 

zawaj ‘urfī dipahami sebagai bentuk perkawinan yang dilakukan 

berdasarkan kesepakatan para pihak dan memenuhi unsur dasar akad 

nikah, tetapi tidak dicatat secara resmi dalam administrasi negara. 

Dalam praktiknya, zawaj ‘urfī dapat dilakukan melalui dokumen 

tertulis nonresmi, kesepakatan privat, atau bentuk akad yang 

diketahui secara terbatas oleh para pihak. Karena tidak dicatat secara 

resmi, zawaj ‘urfī sering berada pada posisi antara legitimasi 

keagamaan dan keterbatasan pembuktian dalam hukum negara  

(quality & Family, t.t.; Sonneveld, 2012; Voorhoeve, 2012). 

Fenomena zawaj ‘urfī di Mesir tidak dapat dilepaskan dari 

kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Tingginya biaya 

perkawinan formal, tuntutan mahar, kebutuhan tempat tinggal, biaya 

resepsi, pengangguran, urbanisasi, serta kontrol keluarga terhadap 

relasi laki-laki dan perempuan menjadi faktor yang mendorong 

sebagian pasangan memilih jalur perkawinan informal. Dalam 

konteks tertentu, zawaj ‘urfī dipandang sebagai alternatif perkawinan 

yang lebih mudah, cepat, dan murah dibandingkan perkawinan 

resmi. Namun, pilihan tersebut membawa konsekuensi hukum yang 

serius karena perkawinan yang tidak tercatat tidak selalu 

memperoleh pengakuan administratif yang memadai dari negara (Al-

Sharmani, 2017; Shahrani, 2010). 

Dalam perspektif fikih, khususnya Mazhab Hanafi, terdapat 

sejumlah konsep yang sering dikaitkan dengan praktik zawaj ‘urfī, 

yaitu wali, mahar, dan publisitas perkawinan. Mazhab Hanafi 

memiliki karakteristik tertentu dalam memandang kecakapan hukum 

perempuan dalam akad nikah. Perempuan yang telah balig dan 

berakal pada dasarnya dipandang memiliki kapasitas hukum untuk 

melakukan akad nikah sendiri dalam kondisi tertentu, meskipun tetap 
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terdapat pembahasan mengenai kafā’ah dan perlindungan keluarga. 

Al-Sarakhsi dalam al-mabsūṭ menjelaskan bahwa akad nikah 

memiliki konsekuensi hukum selama memenuhi rukun dan syarat 

yang ditetapkan dalam fikih, termasuk adanya ijab-qabul dan saksi 

(Al-Sarakhsi, 1993; ʻĀbidīn, 2011; Kāsānī, 1986). 

Konsep mahar dalam Mazhab Hanafi juga menunjukkan 

adanya fleksibilitas. Mahar merupakan hak finansial perempuan 

dalam perkawinan, tetapi penyebutannya dalam akad tidak selalu 

menjadi syarat sah akad. Apabila mahar tidak disebutkan secara 

eksplisit, perempuan tetap berhak memperoleh mahr al-miṡl sebagai 

konsekuensi hukum dari akad nikah. Fleksibilitas ini pada dasarnya 

dimaksudkan untuk mempermudah perkawinan dan menjaga hak 

perempuan. Namun, dalam praktik zawaj ‘urfī, kelonggaran 

mengenai mahar dapat disalahgunakan untuk mengurangi tanggung 

jawab finansial laki-laki atau melemahkan posisi perempuan ketika 

terjadi sengketa perkawinan (Al-Sarakhsi, 1993; ʻĀbidīn, 2011). 

Selain wali dan mahar, aspek publisitas perkawinan juga 

menjadi isu penting. Dalam fikih Hanafi, keberadaan saksi menjadi 

unsur penting dalam akad nikah, sedangkan publisitas atau i‘lān al-

nikāḥ lebih dipahami sebagai sarana sosial untuk mencegah tuduhan, 

sengketa, dan kerahasiaan yang dapat merugikan para pihak. 

Perkawinan yang dilakukan secara tersembunyi meskipun dihadiri 

saksi dapat menimbulkan persoalan sosial dan hukum, terutama 

ketika salah satu pihak mengingkari hubungan perkawinan. Dalam 

konteks zawaj ‘urfī, lemahnya publisitas dan tidak adanya pencatatan 

resmi memperbesar risiko kerentanan perempuan dan anak, karena 

hubungan perkawinan sulit dibuktikan di hadapan lembaga negara 

(Al-Sarakhsi, 1993; Sonneveld, 2012). 

Di sisi lain, hukum positif Mesir menempatkan pencatatan 

perkawinan sebagai instrumen penting dalam pengakuan 

administratif dan perlindungan hukum keluarga. Qānūn No. 1 Tahun 

2000, khususnya Pasal 17, menunjukkan bahwa perkara perkawinan 

yang diajukan ke pengadilan membutuhkan bukti tertulis tertentu. 

Ketentuan ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk menilai sah 

atau tidaknya akad menurut fikih, tetapi untuk memastikan bahwa 
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hubungan perkawinan dapat dibuktikan dalam sistem hukum negara. 

Dengan demikian, muncul ketegangan antara legitimasi fikih yang 

menilai akad dari terpenuhinya rukun dan syarat nikah dengan 

legalitas administratif negara yang menuntut pencatatan dan 

pembuktian tertulis (Qānūn Raqm 1 li Sanah 2000, Pasal 17), 

(Bernard-Maugiron, 2023), 

Ketentuan mengenai pembuktian perkawinan tersebut juga 

melahirkan mekanisme ithbāt al-zawāj sebagai instrumen hukum 

yang memungkinkan perkawinan tidak tercatat memperoleh 

pengakuan di hadapan pengadilan. Melalui mekanisme ini, 

keberadaan hubungan perkawinan dapat dibuktikan sehingga para 

pihak memperoleh kepastian hukum atas hak dan kewajibannya. 

Namun demikian, proses ithbāt al-zawāj tidak selalu mudah karena 

bergantung pada kemampuan para pihak menghadirkan alat bukti 

yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketiadaan 

pencatatan perkawinan sejak awal berpotensi menimbulkan 

hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum, terutama bagi 

perempuan dan anak. 

Ketegangan antara legitimasi fikih dan legalitas administratif 

negara tersebut menimbulkan dampak yang nyata terhadap 

perlindungan hukum perempuan dan anak. Perempuan yang 

menjalani zawaj ‘urfī berpotensi mengalami kesulitan dalam 

menuntut hak-haknya, seperti hak atas mahar, nafkah, tempat tinggal, 

pengajuan perceraian, pembagian harta, hak waris, maupun 

pengakuan status perkawinan apabila tidak memiliki bukti tertulis 

yang memadai. Sementara itu, anak yang lahir dari perkawinan tidak 

tercatat dan tidak adanya pembuktian akan menghadapi persoalan 

pembuktian nasab, dan juga dapat mengalami hambatan dalam 

memperoleh akta kelahiran, identitas hukum, hak nafkah, hak waris, 

pengakuan hubungan keperdataan dengan ayahnya, serta akses 

terhadap berbagai pelayanan publik yang mensyaratkan dokumen 

administrasi kependudukan. Oleh karena itu, persoalan zawaj ‘urfī 

tidak lagi hanya berkaitan dengan keabsahan akad menurut fikih, 

tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan 

anak sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan hukum. 
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Human Rights Watch juga menunjukkan bahwa lemahnya 

pembuktian hubungan keluarga dan keterbatasan administrasi 

hukum menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kerentanan 

perempuan dan anak dalam sistem hukum keluarga Mesir (Emma 

Anderson, t.t.) 

Dalam praktik peradilan keluarga Mesir, persoalan zawaj 

‘urfī tidak selalu dapat diselesaikan secara sederhana. Di satu sisi, 

terdapat konstruksi fikih yang dapat memberi ruang keabsahan 

terhadap akad nikah tertentu selama memenuhi syarat dasar. Di sisi 

lain, pengadilan negara membutuhkan bukti tertulis dan dokumen 

administratif untuk memberikan perlindungan hukum. Ketika 

perempuan tidak memiliki dokumen yang cukup, akses terhadap hak-

hak keluarga menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, persoalan zawaj 

‘urfī tidak cukup hanya dipahami sebagai persoalan sah atau tidak 

sah menurut fikih, tetapi juga harus dibaca dalam kerangka 

perlindungan hukum, kepastian administratif, dan realitas sosial 

masyarakat Mesir (Alim, 2016; Al-Sharmani, 2017). 

Meskipun penelitian ini berfokus pada praktik zawaj ‘urfī di 

Mesir, hasil penelitian memiliki relevansi yang kuat bagi 

pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Fenomena perkawinan 

tidak tercatat atau nikah siri masih menjadi salah satu persoalan 

dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Persoalan tersebut 

tidak hanya berkaitan dengan keabsahan akad menurut hukum Islam, 

tetapi juga menyangkut pembuktian perkawinan melalui mekanisme 

isbat nikah, pemenuhan hak nafkah, pembagian waris, penerbitan 

akta kelahiran, serta kepastian status hukum perempuan dan anak. 

Pengalaman hukum keluarga Mesir dalam mengelola hubungan 

antara legitimasi fikih dan legalitas administratif memberikan 

perspektif komparatif yang penting bagi pengembangan hukum 

keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam memperkuat fungsi 

pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum dan 

kepastian hak-hak anggota keluarga. 

Kajian-kajian terdahulu telah banyak membahas zawaj ‘urfī 

dari sudut pandang sosial, antropologi, hukum positif, maupun 

praktik perkawinan tidak tercatat. Namun, belum banyak penelitian 
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yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis fikih Mazhab 

Hanafi mengenai wali, mahar, dan publisitas perkawinan dengan 

hukum keluarga Mesir melalui pendekatan socio-legal untuk 

menjelaskan implikasi praktik zawaj ‘urfī terhadap perlindungan 

hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, kajian yang mengaitkan 

pengalaman hukum keluarga Mesir dengan pengembangan hukum 

keluarga Islam di Indonesia juga masih terbatas. Celah inilah yang 

menjadi kebaruan (novelty) dan ruang kontribusi akademik 

penelitian ini. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan 

menganalisis legitimasi zawaj ‘urfī menurut fikih Mazhab Hanafi, 

pengaturannya dalam hukum keluarga Mesir, serta implikasi hukum 

dan sosialnya terhadap perlindungan perempuan dan anak. Penelitian 

ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum 

keluarga Islam, khususnya dalam memperkuat fungsi pencatatan 

perkawinan sebagai instrumen kepastian hukum dan perlindungan 

hak-hak keluarga, baik dalam konteks Mesir maupun sebagai bahan 

pengembangan hukum keluarga di Indonesia. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, 

penelitian ini mengidentifikasi beberapa persoalan utama sebagai 

berikut: 

1. Adanya ketegangan antara fikih Mazhab Hanafi dan hukum 

positif Mesir dalam pengaturan perkawinan. 

Fikih Mazhab Hanafi memberikan kelonggaran dalam 

beberapa aspek perkawinan, terutama terkait wali, mahar, dan 

publisitas perkawinan. Kelonggaran tersebut secara normatif 

dapat menjadi dasar legitimasi bagi sebagian praktik zawaj ‘urfī. 

Di sisi lain, hukum positif Mesir menempatkan pencatatan resmi 

dan bukti tertulis sebagai unsur penting dalam pengakuan hukum 

terhadap perkawinan. Perbedaan ini menimbulkan ketegangan 

antara keabsahan agama dan legalitas administratif negara. 
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2. Berkembangnya praktik zawaj ‘urfī sebagai alternatif 

perkawinan bagi sebagian masyarakat Mesir. 

Zawaj ‘urfī berkembang karena dipengaruhi oleh 

faktor sosial, budaya, ekonomi, dan administratif. 

Tingginya biaya perkawinan formal, tuntutan mahar, 

pengangguran, kebutuhan tempat tinggal, kontrol 

keluarga, serta norma sosial yang membatasi relasi laki-

laki dan perempuan mendorong sebagian pasangan 

memilih perkawinan informal. Praktik ini dipandang 

lebih mudah dan cepat, tetapi berpotensi menimbulkan 

masalah hukum karena tidak selalu tercatat secara resmi. 

3. Lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan 

anak dalam praktik zawaj ‘urfī. 

Tidak adanya pencatatan resmi menyebabkan 

perempuan berpotensi mengalami kesulitan dalam 

menuntut nafkah, mahar, tempat tinggal, perceraian, dan 

waris. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat juga 

berpotensi menghadapi kesulitan dalam pembuktian 

nasab, pencatatan kelahiran, hak nafkah, hak waris, dan 

perlindungan administratif lainnya. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa zawaj ‘urfī tidak hanya 

menimbulkan persoalan keabsahan akad, tetapi juga 

persoalan perlindungan hukum bagi pihak yang rentan. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih fokus, terarah, dan tidak melebar 

dari tujuan yang telah ditetapkan, ruang lingkup penelitian dibatasi 

pada beberapa hal sebagai berikut. 

1. Objek kajian normatif 

Kajian normatif dalam penelitian ini dibatasi pada tiga 

konsep utama dalam fiqh al-munākahāt Mazhab Hanafi, 

yaitu wali, mahar, dan publisitas perkawinan atau i‘lān al-

nikāḥ. Ketiga konsep tersebut dikaji untuk melihat sejauh 

mana konstruksi fikih Hanafi memberikan legitimasi, 

batasan, atau kritik terhadap praktik zawaj ‘urfī. Rujukan 
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utama dalam kajian ini adalah kitab al-mabsūṭ karya Imam 

al-Sarakhsi dan literatur fikih Hanafi lain yang relevan. 

2. Objek kajian yuridis dan kontekstual 

Kajian yuridis dan kontekstual dalam penelitian ini 

dibatasi pada praktik zawaj ‘urfī di Mesir serta 

pengaturannya dalam hukum keluarga Mesir. Pembahasan 

meliputi ketentuan hukum positif mengenai pencatatan 

perkawinan, pembuktian hubungan perkawinan, 

penyelesaian sengketa keluarga, serta peran Mahākim al-

Usrah dalam perkara yang berkaitan dengan perkawinan 

tidak tercatat. Penelitian ini tidak melakukan penelitian 

lapangan secara luas di Mesir. Penelitian berfokus pada 

kajian yuridis-normatif melalui bahan hukum, literatur 

akademik, statistik, dan kajian terdahulu yang relevan. Untuk 

memperkaya analisis, penelitian ini juga dilengkapi dengan 

wawancara semi-terstruktur terhadap dua warga negara Mesir 

sebagai data pendukung (supporting data) guna 

mengonfirmasi temuan penelitian mengenai praktik zawaj 

'urfī dalam masyarakat Mesir. 

3. Objek kajian perlindungan hukum 

Kajian implikasi dalam penelitian ini dibatasi pada 

perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam 

praktik zawaj ‘urfī. Perlindungan perempuan mencakup hak 

mahar, nafkah, tempat tinggal, perceraian, dan waris. 

Perlindungan anak mencakup pembuktian nasab, pencatatan 

kelahiran, nafkah, waris, dan kepastian status hukum. 

Penelitian ini tidak membahas secara luas seluruh aspek 

sosial-ekonomi zawaj ‘urfī, kecuali yang berkaitan langsung 

dengan perlindungan hukum perempuan dan anak. 

4. Perspektif analisis 

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori utama, 

yaitu fiqh al-munākahāt Mazhab Hanafi, qawā‘id al-

fiqhiyyah, dan fiqh al-wāqi‘. Fiqh al-munākahāt Mazhab 

Hanafi digunakan untuk membaca dasar normatif mengenai 

wali, mahar, dan publisitas perkawinan. Qawā‘id al-
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fiqhiyyah digunakan untuk menilai maslahat, mafsadat, dan 

peran kebijakan negara dalam perlindungan hukum. Fiqh al-

wāqi‘ digunakan untuk membaca praktik zawaj ‘urfī dalam 

konteks realitas sosial masyarakat Mesir modern. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di 

atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan 

dalam Mazhab Hanafi dalam kaitannya dengan praktik zawaj 

‘urfī di Mesir? 

2. Mengapa zawaj ‘urfī dipilih sebagai alternatif perkawinan 

oleh sebagian masyarakat Mesir? 

3. Bagaimana implikasi zawaj ‘urfī terhadap perlindungan 

perempuan dan anak di Mesir? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis konsep wali, mahar, dan publisitas 

perkawinan dalam Mazhab Hanafi serta kaitannya 

dengan praktik zawaj ‘urfī di Mesir. 

2. Menganalisis faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan 

hukum yang menyebabkan zawaj ‘urfī dipilih sebagai 

alternatif perkawinan oleh sebagian masyarakat Mesir. 

3. Menganalisis implikasi zawaj ‘urfī terhadap 

perlindungan perempuan dan anak di Mesir, khususnya 

terkait hak mahar, nafkah, perceraian, waris, nasab, 

pencatatan kelahiran, dan kepastian hukum. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

dari segi teoretis maupun praktis. Manfaat tersebut dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, 
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khususnya mengenai konsep wali, mahar, dan publisitas 

perkawinan dalam Mazhab Hanafi serta relevansinya 

terhadap praktik zawaj ‘urfī di Mesir. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

konseptual dalam memahami hubungan antara legitimasi 

fikih, legalitas administratif negara, dan perlindungan 

hukum terhadap perempuan serta anak dalam praktik 

perkawinan tidak tercatat. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi 

bagi pengembangan kajian perkawinan tidak tercatat di 

negara Muslim lain, termasuk Indonesia, khususnya 

dalam isu perlindungan perempuan dan anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan 

perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum, 

bukan sekadar formalitas administratif. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan lembaga 

terkait dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap 

perempuan dan anak dalam praktik perkawinan tidak 

tercatat. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi 

penelitian lanjutan mengenai zawaj ‘urfī, nikah siri, 

pencatatan perkawinan, dan perlindungan hukum 

keluarga dalam masyarakat Muslim kontemporer. 
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BAB VII 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

7.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

penelitian mengenai zawaj ‘urfī dalam kaitannya dengan konsep 

wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi serta 

implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak di Mesir 

menghasilkan beberapa simpulan sebagai berikut. 

1. Konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab 

Hanafi memiliki hubungan penting dengan praktik zawaj ‘urfī di 

Mesir. Dalam konsep wali, Mazhab Hanafi memberikan ruang 

kecakapan hukum kepada perempuan yang telah balig dan 

berakal untuk melakukan akad nikah dalam kondisi tertentu. 

Kelonggaran ini menjadi salah satu dasar mengapa sebagian 

praktik zawaj ‘urfī dapat memperoleh legitimasi keagamaan, 

khususnya ketika akad dilakukan oleh para pihak yang dianggap 

cakap hukum dan dihadiri saksi. Namun, kelonggaran tersebut 

tidak bersifat mutlak karena Mazhab Hanafi tetap 

memperhatikan prinsip kafā’ah dan hak wali untuk melakukan 

keberatan apabila perkawinan menimbulkan mudarat bagi 

perempuan. 

Dalam konsep mahar, Mazhab Hanafi memandang mahar 

sebagai hak finansial perempuan yang tetap wajib dipenuhi, 

meskipun penyebutannya dalam akad tidak selalu menjadi syarat 

sah akad. Fleksibilitas ini dapat memudahkan perkawinan, tetapi 

dalam praktik zawaj ‘urfī dapat menimbulkan kerentanan apabila 

mahar tidak dicatat atau tidak memiliki bukti yang kuat. Adapun 

dalam konsep publisitas, Mazhab Hanafi menempatkan saksi 

sebagai unsur penting dalam akad nikah dan sebagai bentuk 

minimal dari penampakan akad. Namun, dalam konteks negara 

modern, keberadaan saksi saja belum tentu cukup untuk 

memberikan perlindungan hukum apabila perkawinan tidak 

dicatat secara resmi. Dengan demikian, konsep wali, mahar, dan 

publisitas dalam Mazhab Hanafi memberi ruang legitimasi 
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terhadap sebagian praktik zawaj ‘urfī, tetapi tetap memiliki batas 

ketika praktik tersebut menimbulkan kerugian hukum bagi 

perempuan dan anak. 

2. Zawaj ‘urfī dipilih sebagai alternatif perkawinan oleh sebagian 

masyarakat Mesir karena dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, 

ekonomi, budaya, dan administratif. Tingginya biaya perkawinan 

formal, tuntutan mahar, kebutuhan tempat tinggal, biaya resepsi, 

penyediaan perabot rumah tangga, pengangguran, urbanisasi, 

serta perubahan pola relasi sosial generasi muda menjadi faktor 

yang mendorong sebagian pasangan memilih zawaj ‘urfī. Dalam 

sebagian masyarakat Mesir, zawaj ‘urfī dipandang sebagai jalan 

yang lebih mudah, cepat, dan murah dibandingkan perkawinan 

formal yang membutuhkan kesiapan ekonomi dan keterlibatan 

keluarga secara luas. 

Selain faktor ekonomi, zawaj ‘urfī juga berkembang karena 

adanya ketegangan antara legitimasi agama dan legalitas negara. 

Sebagian masyarakat memahami bahwa akad yang memenuhi 

unsur dasar fikih, seperti ijab-qabul dan saksi, sudah cukup untuk 

memberi legitimasi keagamaan. Namun, hukum positif Mesir 

menempatkan pencatatan dan bukti tertulis sebagai unsur penting 

dalam pembuktian hubungan perkawinan. Oleh karena itu, zawaj 

‘urfī muncul sebagai praktik yang berada di antara pengakuan 

fikih, kebutuhan sosial, dan keterbatasan administratif. Praktik 

ini tidak dapat dipahami hanya sebagai penyimpangan hukum, 

tetapi juga sebagai respons terhadap tekanan sosial-ekonomi 

yang berkembang dalam masyarakat Mesir modern. 

3. Implikasi zawaj ‘urfī terhadap perlindungan perempuan dan anak 

di Mesir sangat signifikan. Perempuan merupakan pihak yang 

paling rentan karena perkawinan yang tidak dicatat dapat 

menyulitkan pembuktian status sebagai istri. Kesulitan tersebut 

berdampak pada hak mahar, nafkah, tempat tinggal, perceraian, 

dan waris. Meskipun secara fikih perempuan tetap memiliki hak 

atas mahar dan nafkah, dalam praktik hukum negara hak-hak 

tersebut membutuhkan pembuktian yang kuat. Ketika 



 

142 

 

 

  

perkawinan tidak memiliki dokumen resmi, perempuan dapat 

mengalami hambatan dalam mengakses perlindungan hukum. 

Anak yang lahir dari zawaj ‘urfī juga berpotensi mengalami 

kerentanan hukum. Kerentanan tersebut terutama berkaitan 

dengan pembuktian nasab, pencatatan kelahiran, nafkah, waris, 

dan kepastian status hukum. Dalam kondisi tertentu, hukum 

Mesir memang memberi ruang perlindungan melalui pembuktian 

tertulis, gugatan nasab, taṣādūq al-zawāj, ithbāt al-zawāj, taṭlīq, 

dan fasakh. Namun, mekanisme tersebut tetap bergantung pada 

ketersediaan bukti dan kemampuan pihak yang dirugikan untuk 

mengakses lembaga peradilan. Dengan demikian, zawaj ‘urfī 

tidak cukup dipahami sebagai persoalan sah atau tidak sahnya 

akad menurut fikih, tetapi harus dipahami sebagai persoalan 

perlindungan hukum keluarga. 

7.2 Implikasi 

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik 

secara teoretis, yuridis, maupun praktis. 

7.2.1 Implikasi Teoretis 

  Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa kajian 

tentang zawaj ‘urfī tidak dapat berhenti pada perdebatan sah atau 

tidak sahnya akad menurut fikih. Pendekatan yang hanya 

menekankan keabsahan akad dapat mengabaikan persoalan 

perlindungan hukum yang muncul setelah akad berlangsung. Oleh 

karena itu, penelitian ini memperkuat pentingnya pembacaan 

integratif antara fiqh al-munākahāt, qawā‘id al-fiqhiyyah, dan fiqh 

al-wāqi‘. 

  Fiqh al-munākahāt Mazhab Hanafi menjelaskan dasar 

normatif mengenai wali, mahar, dan publisitas perkawinan. 

Qawā‘id al-fiqhiyyah membantu menimbang maslahat dan 

mafsadat dari praktik zawaj ‘urfī. Fiqh al-wāqi‘ membantu 

membaca zawaj ‘urfī dalam konteks realitas sosial Mesir modern. 

Dengan demikian, penelitian ini memberi implikasi bahwa fikih 

klasik tetap relevan dalam kajian hukum keluarga kontemporer 

apabila dibaca secara kontekstual dan diarahkan pada 

perlindungan pihak yang rentan. 
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7.2.2 Implikasi Yuridis 

 Secara yuridis, penelitian ini menunjukkan bahwa 

pencatatan perkawinan memiliki kedudukan penting sebagai 

instrumen pembuktian dan perlindungan hukum. Dalam konteks 

Mesir, pencatatan melalui ma’dhūn dan akses terhadap Mahākim 

al-Usrah menjadi bagian dari sistem yang berfungsi melindungi 

hak-hak keluarga. Perkawinan yang tidak tercatat dapat 

menimbulkan hambatan pembuktian, terutama ketika salah satu 

pihak mengingkari hubungan perkawinan. 

 Implikasi yuridis lainnya adalah perlunya memahami 

perbedaan antara keabsahan akad menurut fikih dan pengakuan 

administratif menurut negara. Akad dapat dipandang sah menurut 

konstruksi fikih tertentu, tetapi belum tentu cukup kuat untuk 

melindungi hak-hak perempuan dan anak apabila tidak memiliki 

bukti tertulis. Oleh karena itu, hukum positif memiliki peran 

penting dalam memastikan bahwa akibat hukum perkawinan dapat 

dibuktikan dan dilaksanakan. 

7.2.3 Implikasi Praktis 

 Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa 

masyarakat perlu memahami pentingnya pencatatan perkawinan. 

Pencatatan tidak semestinya dipandang sebagai formalitas 

administratif, tetapi sebagai perlindungan terhadap hak suami, istri, 

dan anak. Dalam praktik zawaj ‘urfī, pihak yang paling sering 

mengalami kerugian adalah perempuan dan anak karena hak-hak 

mereka sangat bergantung pada bukti hubungan perkawinan atau 

hubungan nasab. 

 Penelitian ini juga memberi implikasi bagi lembaga 

hukum keluarga bahwa mekanisme korektif seperti taṣādūq al-

zawāj, ithbāt al-zawāj, taṭlīq, dan fasakh perlu dipahami sebagai 

jalan perlindungan, bukan sebagai pembiaran terhadap perkawinan 

tidak tercatat. Mekanisme tersebut tetap penting, tetapi harus 

diarahkan untuk memperkuat kesadaran masyarakat agar 

perkawinan dicatat secara resmi sejak awal. 
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7.3 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, 

penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan 

pendekatan kualitatif, sehingga data yang digunakan bersumber dari 

studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Oleh karena itu, penelitian 

ini tidak melakukan wawancara langsung dengan pelaku zawaj ‘urfī, 

hakim Mahākim al-Usrah, ma’dhūn, atau pihak-pihak yang 

terdampak secara langsung di Mesir. 

 Kedua, pembahasan penelitian ini dibatasi pada konsep wali, 

mahar, dan publisitas perkawinan dalam Mazhab Hanafi serta 

kaitannya dengan praktik zawaj ‘urfī di Mesir. Dengan demikian, 

penelitian ini tidak membahas secara luas pandangan seluruh mazhab 

fikih atau perbandingan dengan praktik perkawinan tidak tercatat di 

negara Muslim lain. 

 Ketiga, penelitian ini lebih menekankan analisis normatif dan 

konseptual terhadap hubungan antara legitimasi fikih, legalitas 

negara, dan perlindungan perempuan serta anak. Karena itu, 

penelitian ini belum mengukur secara empiris efektivitas penerapan 

hukum positif Mesir dalam menyelesaikan perkara zawaj ‘urfī di 

tingkat pengadilan. 

 Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian ini 

perlu dipahami sebagai analisis normatif-kontekstual. Penelitian 

lanjutan masih diperlukan, terutama melalui studi lapangan, 

wawancara, atau kajian komparatif agar diperoleh gambaran yang 

lebih luas mengenai praktik zawaj ‘urfī dan perlindungan hukum 

bagi perempuan serta anak di Mesir. 

7.4 Saran 

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, penelitian ini 

memberikan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Bagi masyarakat, khususnya pasangan yang hendak menikah, 

pencatatan perkawinan perlu dipahami sebagai bagian dari 

perlindungan hukum keluarga. Perkawinan yang hanya memiliki 

legitimasi keagamaan, tetapi tidak dicatat secara resmi, dapat 

menimbulkan risiko hukum yang besar, terutama bagi perempuan 

dan anak. Oleh karena itu, masyarakat perlu menghindari praktik 
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perkawinan tidak tercatat dan menempatkan pencatatan sebagai 

kebutuhan penting dalam menjaga kepastian hukum. 

2. Bagi tokoh agama dan lembaga keagamaan, perlu diberikan 

pemahaman yang seimbang mengenai hubungan antara 

keabsahan akad menurut fikih dan perlindungan hukum dalam 

negara modern. Penjelasan keagamaan tentang perkawinan 

sebaiknya tidak hanya menekankan sahnya akad, tetapi juga 

menekankan pentingnya pencatatan, bukti tertulis, tanggung 

jawab mahar, nafkah, nasab, dan perlindungan anak. Dengan 

demikian, pemahaman fikih dapat diarahkan pada kemaslahatan 

keluarga secara lebih utuh. 

3. Bagi pembuat kebijakan dan lembaga hukum keluarga, 

mekanisme perlindungan bagi perempuan dan anak dalam 

perkara perkawinan tidak tercatat perlu terus diperkuat. Hukum 

positif harus mampu memberi akses perlindungan kepada pihak 

yang dirugikan, tanpa pada saat yang sama melemahkan 

kewajiban pencatatan perkawinan. Penguatan peran ma’dhūn, 

Mahākim al-Usrah, dan mekanisme pembuktian tertulis menjadi 

penting agar perempuan dan anak tidak kehilangan akses 

keadilan. 

4. Bagi lembaga peradilan keluarga, penyelesaian perkara yang 

berkaitan dengan zawaj ‘urfī perlu memperhatikan kerentanan 

perempuan dan anak. Dalam perkara nafkah, perceraian, nasab, 

waris, dan pencatatan kelahiran, pengadilan perlu memastikan 

bahwa prinsip perlindungan tidak dikalahkan oleh kelemahan 

posisi sosial dan ekonomi pihak yang mengajukan perkara. Akses 

hukum yang mudah, cepat, dan sensitif terhadap kerentanan 

perempuan-anak menjadi bagian penting dari perlindungan 

keluarga. 

5. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, kajian tentang zawaj 

‘urfī masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Penelitian ini 

bersifat yuridis-normatif dan berbasis studi kepustakaan, 

sehingga penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan 

empiris atau studi lapangan untuk melihat secara langsung 

praktik zawaj ‘urfī, pengalaman perempuan, pengalaman anak, 



 

146 

 

 

  

serta cara pengadilan keluarga Mesir menangani perkara 

perkawinan tidak tercatat. Penelitian lanjutan juga dapat 

membandingkan zawaj ‘urfī di Mesir dengan praktik nikah siri 

atau perkawinan tidak tercatat di negara Muslim lain, termasuk 

Indonesia. 

6. Bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, 

pengalaman Mesir dapat menjadi bahan refleksi. Praktik zawaj 

‘urfī di Mesir menunjukkan bahwa keabsahan akad menurut fikih 

perlu dihubungkan dengan kebutuhan pencatatan, pembuktian, 

dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, kajian ini dapat 

menjadi rujukan dalam memperkuat pemahaman bahwa 

pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, 

melainkan instrumen penting untuk melindungi perempuan, 

anak, dan kepastian hukum keluarga. 

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa zawaj ‘urfī 

harus dipahami secara seimbang antara fikih, hukum positif, dan realitas 

sosial. Mazhab Hanafi memang memberi ruang fleksibilitas dalam 

konsep wali, mahar, dan publisitas perkawinan. Namun, fleksibilitas 

tersebut tidak boleh digunakan untuk mengabaikan perlindungan 

perempuan dan anak. Dalam konteks negara modern, pencatatan 

perkawinan menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa akad yang 

memiliki legitimasi keagamaan juga memiliki kekuatan hukum dan 

mampu melindungi hak-hak keluarga. 
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